KOMISI PEMILIHAN UMUM 
REPUBLIK INDONESIA 


Jakarta, 6 Maret £018 


Nomor : 252/PL*03.2-SD/0b/KPU/lIl/20l8 

Sifat : 

Lampiran : 1 (satu) dokumen 

Perihal : Program Kependudukan, 

Keluarga Berencana dan 
Pembangunan Keluarga pada 
Debat Publik Pemilihan Tahun 
2018. 


Yth 1 Ketua KPU Provinsi; dan 

2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota 
(daftar terlampir) 
di- 


Tempat 


M mt^^T^hun^lT^entan^Ka^panye^Pemiliha^GubermK^d^n Wakt* Gubernur! 

Bupati dan Wakil Bupati, dan,a,au k nTsionaTNornor 

Surat Kepala Badan Kependudukan dan Keluargai Berenca ^ Deba( 

terlampir, bersama ini 

disampaikan penjelasan hal-hal sebagai berikut. 

1. Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi dan misi Pasangan Calon 
dalam rangka : 

a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 
b memajukan daerah; 

c meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, 

e daarah kabupaten/kota dan 

f, memperkokoh'Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. 

. . annka -i ( sa tu1 perlu dimasukkan Program 

1 sssayw.'ss 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 




3. KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat menambahkan materi debat 
yang bersifat lebih spesifik pada masing-masing tema sebagaimana tersebut 
pada angka 1, antara lain materi tentang pemberantasan korupsi, narkoba, 
tenaga kerja, pendidikan, teknologi informasi, lingkungan hidup, disabilitas, 
peranan perempuan, dan sebagainya. 

Demikian untuk dilaksanakan. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. 



Ketua Komisi Pemilihan Umum 
Republik Indonesia, 


c/ 


: 25 2/PL • 0 3 «.2—SD/O 6 /KPU/III/20 18 
: 6 Maret 2018 




PROVINSI 


Provinsi Kalimantan Barat 


Provinsi Sulawesi Tenggara 


Provinsi Sulawesi Selatan 


Provinsi Papua 


Provinsi Jawa Barat 


Provinsi Sumatera Utara 


Provinsi Nusa Tenaaara Timur 


Provinsi Jawa Tengah 


Provinsi Bati 


Provinsi Nusa Tenaaara Barat 


Provinsi Sumatera Selatan 


Provinsi Kalimantan Timur 


Provinsi Jawa Timur 


Provinsi Riau 


Provinsi Maluku 


Provinsi Matuku Utara 


Provinsi Lamoun 


KABUPATEN/KOTA 


Kabupaten Aceh Selatan 


Kabupaten Pidie Java 


Kota Subuiussalam 


Kota Padana Sidempuan 


Kabupaten Padana Lawas Utara 


Kabupaten Batu Bara 


Lawas 


Kabupaten Lanakat 


Kabupaten Deli Serdan 


Kabupaten Tapanuli Utara 


Kabupaten Dairi 


Kota Sawahlunto 


Kota Padang Pan 


Kota Pariaman 


Kota Padan 




Kabupaten Meranain 


Kota Jambi 


Kabupaten Kerinci 


Kota Lubuktinaaau 


Kota Paaar Alam 


Kota Prabumulih 


Kabupaten Muara Enim 


Kota Palemban 


Kabupaten Empat Lawan 


Kabupaten Banyuasin 


Kabupaten Lahat 


Kabupaten Ogan Komering Ilir 


Kota Bengkulu 


Kabupaten Tanaaamus 


Kabupaten Lamouna Utara 


Kabupaten Bangka 


Kota Pangkal Pinan 


Kota Bogor 


Kabupaten Banyumas 


Kabupaten Temanaoun 


Kabupaten Kudus 


Kabupaten Karannanvar 


Kabupaten Teaal 


Kabupaten Magelan 


Kota Tegal 


Kabupaten Probolinggo 


Kabupaten Sampan 


Kabupaten Bangkalan 





Kota Cirebon 


Kota Sukabumi 


Kabupaten Sumedan 


Kabupaten Bandung Barat 


Kota Bandu 


Kabupaten Kuningan 


ar 


Kabupaten Ma alengka 


Kabupaten Suban 


Kabupaten Bogor 


Kabupaten Garut 


Kabupaten Cirebon 


Kabupaten Ciamis 


Kabupaten Nganjuk 


Kabupaten Pamekasan 


Kabupaten Tutun 


Kabupaten Pasuruan 


Kabupaten Magetan 


Kabupaten Madiun 


Kabupaten Luma 


Kota Malan 


Kabupaten Bondowoso 


Kabupaten Jomban 


Kota Mojokerto 


Kota Probolinggo 


Kota Kediri 


Kota Madiun 


Kabupaten Tangeran 


Kota Seran 


Kota Tangeran 


Kabupaten Lebak 


Kabupaten Gianyar 




Kota bima 


Kabupaten Lombok Timur 


Kabupaten Lombok Barat 


Kabupaten Sikka 


Kabupaten Sumba Tenaah 


Kabupaten Nagekeo 


Kabupaten Rote Ndao 


Kabupaten Manggarai Timur 


Kabupaten Timor Tenaah Selatan 


Kabupaten Kupan 


Kabupaten Ende 


Kabupaten Sumba Barat Daya 


Kabupaten Kavona Utara 


Kota Pontianak 


Kabupaten Sanggau 


Kabupaten Kubu Raya 


Kabupaten Pontianak 


Kabupaten Sukamara 


Kabupaten Lamandau 


Kabupaten Seruvan 


Kabupaten Katingan 


Kabupaten Pulang Pisau 


Kabupaten Murung Rava 


Kabupaten Barito Timur 


Kota Palangkaraya 


Kabupaten Barito Utara 


Kabupaten Gunung Mas 


Kabupaten Taoin 




Kabupaten Tanah Laut 


Kabupaten Tabalo 


Kabupaten Panaiam Pasut 


Kota Tarakan 


Kabupaten Minahasa 


Kabupaten Bolmong Utara 


Kabupaten Sitaro 


Kota Kotamobagu 


Kabupaten Minahasa Tenggara 


Kabupaten Kepulauan Talaud 


Kabupaten Morowati 


Kabupaten Parigi Mouton 


Kabupaten Donggala 


Kabupaten Bone 


Kota Palopo 


Kabupaten Sinjal 


Kabupaten Bantaen 


Kabupaten Enrekan 


Kota Parepare 


Kabupaten Sidereng Rappan 


Kabupaten Jeneponto 





Kota Makasar 


Kota Bau-Bau 


Kabupaten Konawe 


Kabupaten Koiaka 


Kabupaten Gorontalo Utara 


Kota Gorontalo 


Kabupaten Mamasa 


Kabupaten Polewari Mandar 


Kabupaten Maluku Tenggara 


Kota Tual 


Kabupaten Membramo Tengah 


Kabupaten Paniai 


Kabupaten Puncak 


Kabupaten Deiyai 


Kabupaten Jayawijaya 


Kabupaten Biak Numfor 


Kabupaten Mimika 
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BkkbN 


Nomor : 7 /AK.002/G1/2018 Jakarta, 15 Februari 2018 

Lampiran : 1 (satu) berkas 

Hal : Materi Program Debat Publik untuk 

PILKADA Serentak Tahun 2018 

Kepada Yth. 

Ketua Komisi Pemilihan Umum 
Republik Indonesia 

Di tempat 


Dengan Hormat, 

Upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia adalah prioritas utama bangsa yang 
membutuhkan kerjasama seluruh sektor pembangunan. Peningkatan mutu manusia sangat 
tergantung pada komitmen pemerintah termasuk pemerintah daerah di provinsi, kabupaten 
dan kota. Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya tersebut. Sehingga setiap kepala 
daerah harus mempunyai visi dan misi untuk membangun sumber daya manusia di 
daerahnya dengan memberikan perhatian kepada program KKBPK. 

Merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang khususnya pasal 68 ayat 4 dan peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye pada 
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, kami mengharapkan bantuan Ketua KPU RI agar 
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga untuk 
dimasukkan sebagai materi debat pasangan calon kepala daerah serta menjadi bagian dari 
visi dan misi dalam program kandidat di 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten pada 
pelaksanaan Pilkada Serentak pada tahun 2018. 

Sekaitan itu pula, kami menyiapkan tim teknis BKKBN yang dapat membantu Komisi 
Pemilihan Umum RI dalam memberikan masukan materi program KKBPK untuk debat, 
apabila diperlukan. Wnttik kentak personal dapat menghubungi; Direktur Advokasi dan KIE, 
BKKBN (Sugiyono: 0821-9675- 0819/0812-8258-6390). 


Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional t/ 

Jl. Permata No. 1, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur 13650 PO.BOX : 1314 JKT 13013 
Telp : 8009029 (5 Line). 8008371 (10 Line) Fax.:(021) 8008554 Website : http//www.bkkbn go.id 




Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih. 


Tembusan Yth: 



1. Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

2. Pejabat Tinggi Madya BKKBN 

3. Ketua KPU Provinsi 

4. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi 

5. Ketua KPU Kabupaten dan Kota 



Contoh Materi 


Program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga 

(KKBPK) dan Bonus Demografi 


I. Pertanyaan : 

1. Bagaimana menyingkapi permasalahan kependudukan di Indonesia ? 

a. Kuantitas penduduk tinggi ? 

Indonesia : Laju Pertumbuhan Penduduk masih tinggi ? (LPP : 1,49 % 
Sensus Penduduk 2010 & TFR : 2.4 SDKI 2017) ? 

b. Kualitas penduduk (Pendidikan, Kesehatan, Agama, Ekonomi, Sosial 
Budaya) penduduk masih rendah ? 

c. Pembangunan Keluarga belum optimal 

d. persebaran penduduk belum proporsionalyang serasi dengan daya 
tampung alam daya dukung lingkungan ? 

e. Administrasi penduduk yang belum memadai ? 

Jawaban : 

a. Pengendalian kuantitas Penduciuk dengan cara Pengaturan fertilitas dan 
penurunan mortalitas melalui program Keluarga Berencana, bertujuan : 
Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera 

b. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan peningkatan 
kualitas penduduk di bidang kesehatan, pendidikan, agama, ekonomi, 
dan sosial budaya. 

c. Pemerintah pusat dan Pemer.ntah Daerah melakukan pembangunan 
keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan 
harmoni. 

d. mengupayakan peningkatan mobilitas penduduk yang bersifat tidak tetap 
dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan 
administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah 
tujuan mobilitas penduduk; dan mengurangi mobilitas penduduk ke kota 
metropolitan atau kota besar. 

e. Melakukan penataan dan pengelolaan database kependudukan; 
penertiban dan pnerbitan dokumen kependudukan. 

II. Pertanyaan : 

2. Strategi apa yang dilakukan untuk menghadapi Bonus Demografi dalam 
menyambut Indonesai Emas ? 

Jawaban: 

* Indonesia baru masuk era Bonus Demografi sejak tahun 2012 dan 
puncaknya pada tahun 2028 - 2030 dan diperkirakan akan berakhir pada 
tahun 2045-2050 ( Indonesia emas) 

• Bonus demografi adalah sebuah potensi manfaat ekonomi dimana jumlah 
penduduk terbanyak adalah penduduk di usia produktif 15-64 tahun 
menanggung peduduk usia non produktif 0-14 dan 65 tahun keatas lebih 
sedikit / (2 : 1). 



Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah yaitu melakukan intervensi 
kebijakan melalui investasi sumber daya manusia serta mendukung 
investasi kapital: 

Meningkatkan jaminan kesehatan dan perbaikan nutrisi 
Memperluas pendidikan menengah universal 
- Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan tinggi 

Meningkatkan produktivitas angkatan kerja dan usia lanjut 

Pengembangan produk tabungan, deposit, saham, dan jenis investasi 

jangka panjang lainnya 

Stabilitas politik dan ekonomi 

Sistem perbankan dan investasi yang mumpuni 

Sistem pensiun yang berkesinambungan 

Kebijakan lain yang menunjang optimalisasi bonus demografi yang 
berorientasi pada penduduk dan keluarga berdasarkan pendekatan 
siklus hidup, (anak-anak dewasa Orang tua) 



